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Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang 

paling mendasar dan penting dalam sistem hukum suatu 

negara. Buku ini akan memandu Anda dalam menjelajahi 

dunia yang kompleks dan menarik dari hukum pidana, dari 

konsep dasar hingga aspek yang lebih mendalam. Sebagai 

pengantar, kita akan menyelami prinsip-prinsip dasar hukum 

pidana, pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai 

tindakan kriminal, dan bagaimana sistem peradilan pidana 

beroperasi. 

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga 

ketertiban sosial, melindungi hak-hak individu, dan 

memberikan keadilan kepada korban. Oleh karena itu, 

pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip hukum pidana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mempelajari hukum pidana memiliki manfaat yang luar 

biasa dalam mengubah cara kita memahami, berinteraksi, dan 

berpartisipasi dalam masyarakat. Ini bukan hanya tentang 

memahami hak dan kewajiban individu, tetapi juga tentang 

pencegahan tindakan kriminal. Dengan pengetahuan hukum 

pidana, kita dapat menghindari tindakan yang melanggar 

hukum, memberdayakan diri sendiri dalam melindungi hak-

hak kita, dan meningkatkan kesadaran hukum dalam 

masyarakat.  

Bagi mereka yang bercita-cita bekerja di bidang hukum, 

pemahaman yang kuat tentang hukum pidana adalah pondasi 

yang krusial. Selain itu, pemahaman ini juga memberdayakan 

individu dalam menghadapi situasi hukum yang kompleks, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur 

tindakan kriminal, sanksi yang diberikan kepada pelaku 

kejahatan, serta proses peradilan pidana. Hukum pidana 

bertujuan untuk menjaga tatanan sosial, melindungi 

masyarakat dari tindakan yang membahayakan, dan 

memberikan penegakan hukum yang adil. Di Indonesia, 

hukum pidana didasarkan pada beberapa landasan hukum, 

termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

yang merupakan hukum pidana umum. KUHP mengatur 

berbagai tindak pidana seperti pencurian, penipuan, dan 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Konsep-konsep dasar dalam hukum pidana membentuk 

fondasi dari pemahaman yang mendalam tentang sistem 

hukum pidana. Dalam mata kuliah hukum pidana, mahasiswa 

akan diperkenalkan dengan sejumlah konsep dasar yang 

sangat penting. Pertama, konsep tindak pidana, yang 

mencakup pemahaman tentang apa yang dianggap sebagai 

perilaku ilegal dan berbahaya, serta unsur-unsur yang 

membentuk suatu tindak pidana. Selanjutnya, konsep 

pertanggungjawaban pidana, yang berkaitan dengan siapa 

yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengabaian hukuman dalam konteks hukum pidana 

adalah isu yang memunculkan pertanyaan yang serius 

tentang keadilan, penegakan hukum, dan sistem peradilan 

pidana. Konsep pengabaian hukuman merujuk pada situasi di 

mana seorang pelaku tindak pidana tidak dikenakan sanksi 

atau hukuman yang seharusnya diberikan menurut hukum, 

meskipun ia terbukti bersalah melakukan tindakan kriminal. 

Ini dapat terjadi karena berbagai alasan, termasuk 

pertimbangan etika, hukuman yang tidak proporsional, atau 

kesalahan dalam proses hukum. Pengabaian hukuman 
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